
a. bahwa dcngan mempertimbangkan dinamika yang tcrjadi 
di masyarakat, maka pclaksanaan dana bergullr yang 
tcrjadi kcmacetan angsuran banyak dlsebabkan oleh 
bencana alam , penerirna bantuan meninggal dunia, 
bangkrut, kclompok bubar, kerua kelornpok penerima 
rnaupun pengurus sudah udak ada atau sulit ditcmui 
atau tidak diketahui keberadaannya, administrasi 
kelompok sudah udak ada atau hllang, maka perlu 
meninjau kernbali Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 
Tahun 2009 tcntang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan 
Dana Bergulir Pernerintah Kabupaten Jepara 
sebagairnuna Lelah diubah dengan Peraturan Bupati 
Jc para Norn or L2 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati .Jepara Nomor 30 Tabun 2009 Tentang 
Sistern dan Prosedur Pclaksanaan Dana Bergulir 
Perneriruah Kabupaten Jepara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
cllmaksud huruf a, rnaka pertu menetapkan Peraturan 
Bupati Lenlang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Sistern dan 
Proscdur Pelaksanaan Dana Bergulir Pernerintah 
Kabupaten Jepara; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Dacrah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah: 

2. Undang Undang Nornor 17 tabun 2003 tentang 
Keuangon Negara (Lcrnbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undung-Undang Nomor l Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355): 

Mengingai 

Mcnimbang 

BUPA11 JEPARA 
PROVINS! JAWA TENOAH 

PERATURAN BUPATI ,JEPARA 
NOMOR 14 TAHUN20l7 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPAT! JEPARA NOMOR 30 TAHUN 
2009 TENTANG SISTEM DAN PROSEDLJR PELAKSANAAN DANA BERGULIR 

PEMERINTAH t<ABLJPATEN JEPARA 

DENG.AN RAllMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 



10. Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang 
telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Aras 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

9. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor l40, Tambaban 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pernerintah Nomor 1.4 Tahun 2005 tentang 
Tatacara Penghapusan Piutang Negara/Daerah 
(Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2005 
Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 44881 diubah dengao Peraturan 
Pernerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Tatacara Penghapusao Piutang Negara/Daerah 
(Lcmbaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 83 Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia Nomor 46521; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 
sebagaimana telah diubah beberapa kah terakhir 
dengan Undaog-Uadang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Ondaag Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 leolang 
Pembentukan Peratu.ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Peri:mbangan Keuangao Antara Pemerintahan Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor l 26 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Lenlang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (.Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 4400); 



(3) Penghapusan Dana Bergulir yang macet dapat dilaku.kan apabila terjadi 
bencana alam, penerima bantuan meninggal dunia. bangkrut, kelompok 
bubar, kerua kelompok penerima maupun pengurus sudab tidak ada 

[2) Dihapus, 

[1 l Kegiatan Dana Bergulir yang setelah habis jangka waktu pinjaman 
belum lunas dapat dlkategorikan terjadl kemacetan. 

Pasa.16 

Kemacetan dan Pengbapusan Dana Bergulir 

Bagian Keempat 

l. Ketentuan Bagian Keempat diubah sehingga berbunyi sebagai berikur : 

Beberapa Ketenruan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2009 
tentang Sistern dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir Pemermtah 
Kabupaten Jepara sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupatl Jepara 
Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana 
Bergulir Pemerintah Kabupaten Jepara diubah sebagai berikut : 

Pasa.l I 

PERATURAN BUPATl TENTANO PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 30 TAHUN 2009 
TENTANO SISTEM DAN PROSEDUR PELAKSANAAN DANA 
BEROULlR PH:MERfNTAH KABUPATEN JEPARA 

Menerapkan 

MEMUTUSKAN : 

12. Peraruran Bupati Jepara Nomor 30 tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir 
Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Tahun 2009 Nomor 214) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Jepara Nomor 12 tahun 2013 lentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Dana Bergulir 
Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 1671; 

11. Peraturan Dacra.b Kabupalen Jepara Nomor 10 Tahun 
2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2006 Nomor I 0, Tambahan Lembaran Daerab 
Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraruran Daerah Nomor 11 tahun 2013 
Tenlang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
J epara Tab u n 2013 Nomor I 1 , Tam bah an Lem baran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10); 



'" I lf'w'I 

--- 

14 BERJTA DAERAH l<ABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 

SEKRETAR!S DAERAH 
KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di -Jepara 
pada tanggal 2:; !1aret 2017 

Dltetapkan di Jepara 
pada tanggal 2:; lt;aret 2017 

Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Serita Daerah Kabupaten -Jepara. 

Peraturan Bupatl ini mu Jal berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal n 

atau sulit diternui atau tidak dikerahui keberadaannya, admfnistrasi 
kelompok sudah tidak ada atau hilang. 


